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PUTUSAN
Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.YK
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

EMY SUPRIYADI BINTI WAGIYONO, NIK: 3471134904850002, Tempat,
Tanggal Lahir, Yogyakarta, 09 April 1985, Agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawam Swasta, Gol. Darah-,
Alamat KTP: Langensari Barat, RT. 005, RW. 006, Kelurahan
Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten
Semarang, Alamat Domisili: Ponggalan Karang Mirin, RT. 18,
RW. 06, Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, HP: 088985693244;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

JOHAN KARYADI BIN NONO SUPARNO, NIK: 3322181706820003, Tempat,
Tanggal Lahir Semarang, 17 Juni 1982, Agama Islam,
Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, Golongan Darah-, Alamat
Langensari Barat, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Langensari,
Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal

20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pernah
menikah siri dan pada hari Ahad tanggal 20 Februari 2022 telah
dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama
Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Ungaran Barat, Kabuapten Semarang, sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah No: 0067/27/11/2022 tertanggal 20 Februari2022
dan ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus
Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
orang tua Tergugat yang beralamat di Langensari Barat, RT. 005, RW. 006,
Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang,
selama 6 tahun;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah
pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba’da
dukhul) dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama Sakti Andika
Pratama, laki-laki, lahir di Kab. Semarang pada tanggal 14 Maret 2016,
umur 7 tahun;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis
layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
perselisihan terus menerus sejak sekitar tahun Agustus 2021 yang
disebabkan sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab yaitu memberikan nafkah
lahir dan batin kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;

b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada sekitar tahun 2022, dimana antara Penggugat dengan Tergugat
pisah rumah, Penggugat memutuskan untuk ke Yogyakarta dan memilih
kos yang beralamat di Ponggalan Karang Mirin, RT. 18, RW. 06, Kelurahan
Giwangan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang sejak saat itu
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antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan
tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah
berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat
agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan
tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk
sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih
baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian
Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus
menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,
telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat
dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis
Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Johan Karyadi bin Nono
Suparno) terhadap Penggugat (Emy Supriyani binti Wagiyono);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan

yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
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wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471134904850002 tanggal
25 Srptember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya (Bukti P.1);

2.  Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ungaran Barat Kabupaten
Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor Kutipan Akta Nikah No:
0067/27/11/12022 tanggal 20 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. SAKSI-SAKSI
1. Suharyati binti Wagiyono, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan lbu
rumah tangga, tempat tinggal di Juminahan DN 2/1053 RT.058, RW.014,

Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
bulan Februari tahun 2022 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di Ungaran Semarang sampai berapa lama saya tidak tahu;

- Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat menikah secara sirri,
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kemudian menikah resmi dengan tujuan untuk memperbaiki rumah
tangganya, namun ternyata tidka harmonis ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal
dalam satu rumah Penggugat pulang ke Yogya sendiri ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat hanya bilang kalau
ingin mencari pekerjaan di Yogya,

2. Sri wahyuningshih binti Maryati, umur 26 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Ponggalan UH
7/197, RT.015 RW.005, Kelurahan Giwangan, Kemantren Umbulharjo,
Kota Yogyakarta ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah teman Penggugat sejak tahun 2009 atau sejak Penggugat
belum menikah ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan
Februari 2022 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
di Ungaran Semarang sampai berapa lama saya tidak tahu dengan
pasti tetapi sepertinya hanya beberapa bulan saja ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu
rumah karena Penggugat pulang ke Yogya pada sekitar awal tahun
2023 dan tinggal di tempat kos ;

- Bahwa saksi sering tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
Tergugat temperamen ;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan
Tergugat di tempat kost Yogyakarta ;

- Bahwa setahu saksi setiap kali Tergugat tengok anaknya selalu
bertengkar dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah
menginap, Tergugat datang hanya untuk menengok anaknya saja dan

terus kembali ke Semarang ;
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- Bahwa saksi tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena
tempatnya berdekatan dengan tempat saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi saksi selalu mendengar masah keuangan, dan
ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar anaknya terus lari ke tempat
saksi ;

- Bahwa bentuk pertengkaran sebatas percekcokan mulut ;

- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi pernah mendengar 2 sampai 3 kali penggugat dan
Tergugat bertengkar, namun setelah bertengkar Tergugat terus pulang
ke Semarang ;

- Bahwa saksi hanya menasehati Penggugat agar rukun dan bersabar,
namun Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerimananya
dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar
berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada
dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat

tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
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patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa dasar diajukannya gugatan Penggugat adalah
karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dan
tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian haruslah dinyatakan
terlebih dahulu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat oleh
suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Februari 2022 ;.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti P.1, Penggugat
bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta, maka
perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Yogyakarta untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi
Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun
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1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil
syar'i :

B, U6 AR a5 = ety < Wciilie | a TP
Nydf'éﬁ%?bvwvlawv.ogoav;;) o

| A

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah
hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49
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ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;
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Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut;
1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan dan perselisihan tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;
1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

dns tM VL2l e 7ol sl cenl 3] 5l g2 Wl ope Al o de g3
Lol oy 8 all pga

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu
menunjukkan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa Perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dibangun
berdasarkan saling cinta mencintai,

Sebagaimana firman Allah ;

s 558550 i sy W) 58T g il 05 SIS 1 ) g
Artinya ; Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu

cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia  menjadikan
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diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian
itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan benar-benar terdapat
tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yangberfikir (QS : Arrum :
21).

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang
dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak dari suami istri
sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya
bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya
sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan
sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga
ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk
keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak
mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana
disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah
rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, bahkan antara Penggugat dengan
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, maka
yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa
melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar
mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai,dan Tergugat sudah tidak
menjalankan fungsinya sebagai suami yang baik sehingga kalaupun Penggugat
tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga
tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan
mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat
dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci
oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak
ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak
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kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan,
sebagaimana kaidah fighiyah mengatakan ;

- tllasll cd> e p 2bo duw laad 5,
Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus
dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau
lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan
sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa
manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan
yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana
kaidah fighiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman
62;

- loagasl OGLL Lo begalacl o b dmss o, s 15l
Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang
lebih besar madlarathya dengan menarik yang lebih ringan
madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dapat
diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya
perselisihan tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi
harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Penggugat telah
dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
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ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut
dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu bain Sughro Tergugat (Johan Karyadi bin Nono
Suparno) terhadap Penggugat (Emy Supriyani binti Wagiyono);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayara biaya perkara ini
sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Nurul
Huda, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hj.Husniwati serta Drs. H.
Rizal Pasi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.
M. Nuryadin, MSI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Dra.Hj.Husniwati Drs. H. Rizal Pasi, M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. M. Nuryadin, MSI

Perincian Biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran " Rp 30.000,00
b. Pangggilan| P © Rp 10.000,00
c. Pangggilan 1T : Rp 10.000,00
d. Redaksi : Rp 10.000,00
e. PBT : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp  125.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp  530.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp  215.000,00
5. Materai - Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 950.000,00
(Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
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